PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,
Buhwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah scbagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan
waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;

Mcnimbang

Nomor

Mengingat + 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Ugdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4273);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

. ll}embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik i



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntah  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia - Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undnng Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan  Retribusi Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5679);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntans;i Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nbmor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaar Barang Milik Negara/Daerah (Lermbharar 80

Indonesia

12.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

esia Tahun 2014 Nomor 92,

publik Indon '
lik Indonesia

Negara Re
Lembaran  Negara Repub

Tambahan

Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan

dan Pengawasan
Daerah  (Lembaran Negara Republik
2017 Nomor 73, Tambahan

k Indonesia Nomor 6041);

Peraturan pPererintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anppotn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12T
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahur. 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tomohon Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
nge)rnbaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor

Pembinaan
Pemerintah
Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republi

ahun 2019 tentang

DenganPersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

M : :
enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DA RAH
N BELANJA DAE
ANGGARAN 2020. §f TARTE




or 2020 sebagai
j ah Tahun Anggaran s
P tan dan Belanja Daera
Anggaran endapa T

berikut : b Rp. 736.778.319.257,00
1.Pendapatan Daera

Rp. 759.792.615.281,00
: h R
2 Belanja Dt Surplus/ (Defisit) Rp. (23.014.296.024,00)
3.Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 25.014.296.024,00
' luaran Rp. 2.000.000.000,00 :
b. Penge ) a0
PembiayaanNetto Rp. 23.014.296. ;
,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan Rp. 0
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 68.687.903.846,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 583.085.991.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 85.004.424.411,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 38.636.784.148,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 19.500.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah Rp. 9.051.119.698,00

I

§(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri

f dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.
sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

18.514.851.000,00

Rp. 440.196.762.000,00
Rp. 124.374.378.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

' Rp. 4.197.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 23.425.085.411,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sejumlah ' Rp. 53.382.139.000,00
d. Pendapatan Lainnya

Rp. 4.000.000.000,00

elanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsun j
: g sejumlah Rp. 307.421.187.17
b. Belanja Langsung sejumlah P 172,00

Rp. 452.371.428.109,00

()




7—7
f a, terdiri

(2)

2)

3)

g sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru

Belanja tidak langsun
e e Rp. £70.269.883.674,00
a. Belanja Pegawal sejumliah . 34.954.600.000’00
| 1.000.000.000,00

b. Belanja Hibah scjummh i

i inl sejurmlah
Janja Bantuan Sosia ] o
(;. gz]:njjq Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
- PRl rmerintane Jesa
Kabuputcn/Kotu dan pemerintahan Dt . 579'583'466’00
617.120.032,00

scjumlah Rp.

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah

maksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dan

a Langsung sebagaimana di

Relan]
jenis belanja : Jp——
a. Belanja Pegan et S Ro. 255:3?:70 212,00
b. Belanja Barang Dan Jasa sejumlah Rp. .843.714-742,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 170. . . 3
Pasal 4 N -

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dar :

Rp. 25.014.296.024,00

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan !
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran T ahun

Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 25.0 14.296.024,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

3.

ol

Lampiran I Ringkasan APBD;
Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
' dan Organisasi;
Lampiran III gincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
rganisasi, Penda j i ; ,
Lampiran IV Rekapitulasi Belaﬁ;an;niizgi d?}nrfseanrlxbul?;?na:;intahan
. Daerah, Organisasi, Program 1 :
Lampiran V Rekapitulasi Belanja I%aeral? ar;rlfffliat?(t’selarasan dan
geterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Liiran Vi DE:;:; Ijerai'lgka Penge'lolaan Keuangan Daerah,;
i L v p;llntqaah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VIII Daftar P s Daerah;
L amian X oo enye‘rtaan Modal (Investasi) Daerah;
_a tar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset{f



|
|

\
|
:

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII = Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur .lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Pasal?7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. ¥

Diundangkan di Tomohon
padatanggal 5 pesember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

HAROLD V. LOLOWANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA
(4/2019)



[

LampiranI Peraturan Daerah
Nomor : 4 TAHUN 2019
Tanggal : S December 2019

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URAIAN JUMLAH
URUT
3
1 2 o

1 PENDAPATAN 736.778.319.257,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - 68687903846,0 )
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 38.636.784.148,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 19.500.000.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.500.000.000,00
1 .1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yangSah | ?._0?1_.}1_9_.6_9_8,_0_0_
.2 DANA PERIMBANGAN | 583.085.991.0G0,00
. 2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 18.514.851.000,00
. 2.2 Dana Alokasi Umum 440.196.762.000,00
By 3 Dana Alokasi Khusus 1_2?._3‘_/1.1_37_8_.0_0_0,_09_
.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I _8_5_0(_)1427474_11,0_0
.3.1 Pendapatan Hibah 4.197.200.000,00
.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 23.425.085.411,00
.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 53.382.139.000,00
.3.6 Pendapatan Lainnya 4.000.000.000,00

BELANJA

759.792.615.281,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

307.421.187.172,00

270.265.883.674,00
34.954.600.000,00
1.000.000.000,00
579.583.466,00

Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG

617.120.032,00

N = s e s
O NV D

2.1 Belanja Pegawai 72.935.843.155,00

2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.591.870.212,00

2.3 Belanja Modal 170.843.714.742,00
SURPLUS / (DEFISIT) (23.014.296.024,00)

PEMBIAYAAN DAERAH

A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.014.296.024,00

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya _ -2-5,614,296_024 ‘0,0

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.000.000.000,00

2 P

42 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah T —2066000(;00.0_0

PEMBIAYAAN NETTO 23.014.296.024,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00




